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Abstract

This study examines the impact of gender discrimination on female dropout rates and their
access to employment opportunities in Makassar City, Indonesia. This study used a
qualitative approach with in-depth interviews with 30 women aged 15 to 30 who dropped
out of school or had difficulty accessing employment. The results showed that female
dropout rates ranged from 15-20%, which was caused by social norms that prioritize
women's traditional roles, lack of family support, and economic constraints. Only 25% of
women from low-income families continued their education to college. Gender discrimination
also hinders women from accessing formal employment, with the majority trapped in the
informal sector with low incomes. This study highlights the need for effective policy
interventions to improve education and employment opportunities for women. These
findings provide insights for policy makers to create an environment that supports gender
equality in education and employment, while changing public perceptions about women's
roles. This study is expected to be a reference for efforts to improve women's welfare in
Makassar.
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Abstrak
Penelitian ini mengkaji dampak diskriminasi gender terhadap angka putus sekolah
perempuan dan akses mereka terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar, Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap
30 perempuan berusia 15 hingga 30 tahun yang putus sekolah atau mengalami kesulitan
mengakses pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka putus sekolah perempuan
berkisar antara 15-20%, yang disebabkan oleh norma sosial yang lebih mengutamakan peran
tradisional perempuan, kurangnya dukungan keluarga, dan kendala ekonomi. Hanya 25%
perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi. Diskriminasi gender juga menghambat perempuan dalam mengakses pekerjaan
formal, dengan mayoritas terjebak di sektor informal dengan pendapatan rendah. Penelitian
ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendidikan dan
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kesempatan kerja bagi perempuan. Temuan ini memberikan wawasan bagi para pembuat
kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam
pendidikan dan pekerjaan, sekaligus mengubah persepsi publik tentang peran perempuan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan
perempuan di Makassar.

Kata Kunci: Diskriminasi Gender, Putus Sekolah Perempuan, Kesempatan Kerja

Pendahuluan

Keadilan dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang
tanpa mengenal status, jabatan, ras, suku, atau jenis kelamin, sehingga tercipta kehidupan
sosial yang adil dan makmur tanpa adanya diskriminasi, namun realitas dalam kenyataannya,
ternyata masih banyak ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya, seperti
membed jenis kelamin antar laki-laki dan perempuan dari segi biologis (Kemenpppa, 2018).
Ketidakadilan dan diskriminasi terjadi hampir di semua bidang, mulai dari yang terendah
hingga pada level internasional. Diskriminasi pun juga terjadi dalam berbagai bidang
kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan dan budaya bahkan sampai
pada tingkatan wilayah kerja (Akbar et al., 2019).

Salah satu tujuan pembangunan adalah mewujudkan sumber daya manusia indonesia
seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 pasal 27 dinyatakan bahwa
adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki maupun perempuan
termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam
pembangunan telah tersirat dalam lima filsafah dasar indonesia yaitu pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai cara dan filsafah hidup bangsa indonesia, tidak
membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan setiap warga negara
mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dalam keluarga dan
masyarakat (Mandasari, 2022).

Perilaku yang melanggar hak asasi manusia di sebut diskriminasi (lhrohmi, 2006),
diskriminasi gendre masih menjadi masalah serius dimasyarakat, termasuk dikota makassar.
Diskriminasi gender adalah pembedaan, penyingkiran atau pembatasan begitupun

sebaliknya yakni pilih kasih yang dilakukan seseorang karena alasan gender, sehingga
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mengakibatkan penolakan keterlibatan, pelanggaran atas pengakuan hak asasi dan hak
dasarnya dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial (Effendi & Ratnasari, 2018).

Diskriminasi gender masih terjadi seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Hal ini
merupakan sebuah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan
gender ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah dan negara.
Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan gender yang terjadi,
namun pada dasarnya diskriminasi gender tentunya merugikan semua orang. Praktik
diskriminasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan perempuan,
terutama dalam hal pendidikan dan peluang kerja. Salah satu dampak paling nyata dari
diskriminasi gendre adalah tingginya tingkat putus sekolah dikalangan perempuan.

Tingginya angka putus sekolah di kota Makassar dapat dilihat dari Badan Pusat
Statistik (BPS), pada juni 2023 angka putus sekolah tingkat sekolah dasar (SD) di Makassar
mencapai 0,13%, SMP 1,06 %, dan SMA 1,38% Ronalyw, (2024), hal ini tidak hanya
menghambat pendidikan perempuan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap peluang
kerja yang lebih baik. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sering
kali terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan yang rendah dan kurang stabil.
Selain itu, stigma sosial dan norma budaya yang menganggap rendahnya pendidikan
perempuan semakin meningkatkan kesejahteraan, sehingga menciptakan siklus diskriminasi
yang berkelanjutan.

Stigma sosial dan norma budaya yang menganggap rendahnya pendidikan
perempuan semakin memperburuk keadaan (Yovita et al., 2022). Berbagai komunitas
mengatakan, pendidikan dianggap kurang penting bagi perempuan yang sering kali
dipandang hanya sebagai pengurus rumah tangga (Ardiansyah et al., 2024). Pandangan ini
tidak hanya menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara, tetapi juga
memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ketika perempuan tidak terdorong
untuk melanjutkan pendidikan, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan
keterampilan yang diperlukan dalam bersaing di pasar kerja. Akibatnya, perempuan yang

terputus dari pendidikan berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Permasalahan ini
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menjadi semakin kompleks dengan keterbatasan efektivitas program pemerintah dalam
mengatasi hambatan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dampak diskriminasi gender tidak
hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik. Ketidakadilan yang dialami
perempuan dalam dunia pendidikan akan menimbulkan efek domino yang merugikan, baik
bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis lebih dalam hubungan antara diskriminasi gender, tingkat putus sekolah
perempuan, dan akses peluang kerja. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
dampak diskriminasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategi untuk
meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta memperjuangkan
kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kami dapat
berkontribusi pada pencapaian masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap

individu memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa terhalang oleh gender.
Tinjauan Pustaka

Gambaran bagaimana diskriminasi gender bukan hanya bentuk ketidakadilan
individual, tetapi juga memperkuat struktur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pada
penelitian ini untuk memberikan pemahaman teoritis dan konseptual mengenai: 1) bentuk
dan dampak diskriminasi gender di masyarakat; 2) hubungan diskriminasi gender dengan
tingginya angka putus sekolah Perempuan; 3) hambatan yang dihadapi perempuan dalam
mengakses pekerjaan formal.

1. Diskriminasi Gender sebagai Pelanggaran HAM

Ihrohmi, (2006) diskriminasi gender dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia
karena menolak pengakuan dan keterlibatan perempuan secara setara dalam bidang politik,
ekonomi, dan sosial. Memerangi diskriminasi gender bukan sekadar isu sosial atau budaya,
tetapi merupakan tanggung jawab moral dan hukum dalam penegakan hak asasi manusia.
Upaya menghapus diskriminasi gender berarti memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan

pembangunan sosial yang inklusif.
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2. Kesenjangan Gender yang Bersifat Sistem Sosial Yang Struktural

Akbar et al.,, (2019); Effendi & Ratnasari, (2018) disebutkan bahwa diskriminasi
gender terjadi dalam berbagai bidang dan bersifat sistemik, tidak hanya di tingkat lokal,
namun juga global. Memahami bahwa kesenjangan gender bersifat sistemik adalah langkah
awal yang krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Ini bukan hanya soal
memperbaiki ketidakadilan di satu bidang, melainkan membongkar dan membenahi

keseluruhan sistem yang bias gender sejak akar-akarnya.

3. Pendidikan Perempuan dan Faktor Sosial Budaya

Pendidikan sebagai alat mobilitas sosial sangat dipengaruhi oleh konteks sosial
budaya. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai
sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen reproduksi sosial (Bourdieu,
1984). Dalam masyarakat yang menganut nilai-nilai patriarki, pendidikan sering kali bersifat
eksklusif, di mana akses dan kesempatan sangat dipengaruhi oleh kelas sosial dan gender.
Hal ini menyebabkan perempuan yang berasal dari kelompok miskin dan marjinal menjadi
lebih rentan mengalami keterbatasan akses pendidikan.

Norma patriarki menempatkan perempuan sebagai subjek domestik, bukan publik,
yang menyebabkan mereka dipinggirkan dari sistem pendidikan. Budaya patriarki
mengonstruksi peran perempuan sebatas pengasuh dan pengurus rumah tangga, sehingga
hak mereka atas pendidikan formal sering kali diabaikan. Hal ini selaras dengan pandangan
feminisme struktural yang menyatakan bahwa struktur sosial berperan aktif dalam
mereproduksi ketimpangan gender melalui institusi seperti keluarga dan pendidikan
(Mansour Faqgih, 2010). Norma ini bahkan tertanam dalam kebijakan dan kurikulum yang
tidak sensitif terhadap perbedaan gender, sehingga memperkuat eksklusi perempuan dari
ruang publik.

Studi yang dilakukan oleh Ardiansyah et al., (2024); Yovita et al., (2022) Perempuan
diposisikan sebagai pengurus rumah tangga, bukan sebagai subjek aktif dalam pendidikan

dan pekerjaan. Dengan demikian, pendidikan perempuan tidak dapat dipisahkan dari
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konteks sosial-budaya di mana ia tumbuh. Melawan diskriminasi dalam pendidikan berarti
menantang sistem patriarki yang telah lama melekat, serta membangun kesadaran kolektif
bahwa perempuan juga merupakan subjek aktif yang berhak belajar, berdaya, dan
memimpin.

Konsekuensinya, perempuan lebih rentan mengalami putus sekolah, yang berdampak
pada terbatasnya akses ke pekerjaan dan pengembangan diri. Data dari berbagai penelitian
menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan terbatas lebih banyak terjebak dalam
sektor informal dengan penghasilan rendah dan kondisi kerja yang tidak layak (Sarina, 2021).
Tidak hanya itu, keterbatasan pendidikan juga berdampak psikologis, seperti rendahnya rasa
percaya diri, lemahnya kemampuan mengambil keputusan, dan ketergantungan ekonomi
yang tinggi kepada pasangan (Salsaila, 2024). Situasi ini melanggengkan ketidaksetaraan
gender lintas generasi dan memperbesar risiko kemiskinan struktural di kalangan perempuan.

Oleh karena itu, upaya membongkar hegemoni patriarki dalam pendidikan
memerlukan pendekatan interseksional yang mempertimbangkan aspek gender, kelas,
budaya, dan kebijakan. Pendidikan yang adil gender harus mendorong kesetaraan
kesempatan, baik dalam hal akses, proses, maupun hasil pembelajaran, dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan.

4. Dampak Ekonomi dan Psikologis

Diskriminasi mengakibatkan perempuan tidak bisa mengakses pekerjaan yang layak
dan berpenghasilan baik, dan menimbulkan dampak psikologis seperti rendahnya
kepercayaan diri (Salsaila, 2024). Oleh karena itu, menghapus diskriminasi gender dalam
dunia kerja bukan hanya soal keadilan ekonomi, tapi juga kesehatan mental dan martabat
manusia. Perempuan membutuhkan lingkungan kerja yang adil, aman, dan suportif untuk

berkembang secara utuh sebagai individu.

Sedangkan berdasarkan pencermatan dari berbagai sumber akademik dan kebijakan
nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang menekankan persamaan
hak tanpa diskriminasi gender. Kemudian laporan dan kebijakan dari Kementerian PPPA

(2018) mengenai pentingnya sinergi dalam pencapaian kesetaraan gender.
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Tinjauan Teoritis

Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang menempatkan
individu atau kelompok pada posisi yang tidak setara berdasarkan identitas gendernya, baik
secara eksplisit maupun implisit. Secara konseptual, diskriminasi gender dapat diartikan
sebagai perlakuan yang membedakan hak, akses, partisipasi, serta pengakuan terhadap
seseorang semata-mata karena mereka adalah laki-laki atau perempuan. Pembedaan ini
seringkali tidak berdasarkan kompetensi, kapasitas, atau kontribusi, melainkan didasarkan
pada norma dan stereotip sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat.

Diskriminasi gender tidak hanya terjadi dalam konteks relasi antarindividu, misalnya
antara atasan dan bawahan, atau suami dan istri, tetapi juga dilembagakan dalam sistem
sosial. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan publik yang bias gender, kurikulum pendidikan
yang tidak inklusif, serta norma-norma budaya yang menginternalisasi pandangan bahwa
perempuan kurang rasional, kurang kompeten, dan lebih cocok untuk peran domestik.
Sehingga diskriminasi menjadi sistemik, bukan sekadar insiden terisolasi. Sistemik berarti
bahwa diskriminasi terjadi secara terstruktur dan berlangsung dalam jangka waktu panjang,
serta diperkuat oleh nilai-nilai sosial yang diteruskan secara lintas generasi.

Kerangka teori institusional, lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, tempat kerja,
dan sistem hukum memainkan peran penting dalam mereproduksi norma gender. Sebagai
contoh, ketika kebijakan rekrutmen atau promosi karier lebih menguntungkan laki-laki
karena dianggap lebih “tegas” atau “rasional”, maka secara tidak langsung telah terjadi
penghambatan akses perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Gender sendiri merupakan konsep sosial yang dikonstruksikan melalui budaya, bukan
semata-mata bersifat biologis (seks). Butler (1990), dalam konsepnya tentang gender
performativity, menjelaskan bahwa identitas gender dibentuk melalui tindakan berulang
yang sesuai dengan ekspektasi sosial. Oleh karena itu, ketika masyarakat mengharapkan
perempuan untuk bersikap lembut, tunduk, dan hanya berperan di ranah domestik, maka
setiap bentuk penyimpangan dari ekspektasi tersebut dianggap tidak sah. Dalam sistem
seperti ini, perempuan yang ingin mengakses pendidikan tinggi atau karier profesional

seringkali dianggap “melanggar kodrat”.
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Konsekuensinya, diskriminasi bukan hanya membatasi hak, tetapi juga
mempengaruhi identitas dan agensi perempuan. Banyak perempuan yang tumbuh dalam
sistem ini menginternalisasi peran subordinat tersebut sehingga merasa tidak layak atau
tidak pantas untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi
gender bersifat tidak hanya material, tapi juga simbolik dan psikologis.

Sistem patriarki mengonstruksi norma yang mengutamakan laki-laki dalam berbagai
aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan akses terhadap sumber
daya vital, seperti pendidikan tinggi dan pekerjaan formal, lebih banyak terbuka bagi laki-laki.
Misalnya, dalam konteks pendidikan, perempuan sering kali diposisikan sebagai individu
yang tidak memerlukan pendidikan tinggi karena akan berakhir di ranah domestik
(Ardiansyah et al., 2024; Yovita et al., 2022). Penempatan ini diperkuat oleh budaya dan
kebijakan publik yang bias gender, yang melegitimasi pembagian peran berdasarkan
stereotip tradisional.

Hal ini menyebabkan perempuan sering kali tersisih dari akses terhadap sumber daya
yang vital, termasuk pendidikan tinggi dan pekerjaan formal. Dampaknya tidak hanya
bersifat material, seperti rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan kerja, tetapi
juga bersifat simbolik dan psikologis. Diskriminasi berulang dapat menurunkan rasa percaya
diri, menciptakan ketidakberdayaan, dan bahkan menyebabkan gangguan kesehatan mental
(Salsaila, 2024). Di Kota Makassar, seperti ditunjukkan dalam penelitian ini, diskriminasi
gender berkontribusi besar terhadap tingginya angka putus sekolah perempuan dan
rendahnya partisipasi mereka dalam pekerjaan formal yang layak. Mayoritas perempuan dari
keluarga berpenghasilan rendah hanya dapat mengakses sektor informal yang tidak
menjamin keberlanjutan ekonomi (Mukramin, 2023).

Lebih lanjut, diskriminasi ini bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan
bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Ketika institusi pendidikan, pasar tenaga kerja, dan
lingkungan sosial memperkuat eksklusi terhadap perempuan, maka diskriminasi menjadi
sistemik. Sistemik dalam hal ini berarti bahwa ketidaksetaraan dibangun dan dipelihara
secara berulang dan berlapis oleh struktur yang tampak normal atau wajar dalam

masyarakat (Bourdieu, dalam Mansour Fagih, 2010). Untuk itu, mengatasi diskriminasi
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gender memerlukan pendekatan lintas sektor yang mencakup reformasi kebijakan,

transformasi budaya, dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan
dalam penelitian yang fokus pada fenomena atau gejala yang terjadi seara alami
(Abdussamad, 2021; Cresswell, 2017). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan
peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif
perempuan yang menghadapi diskriminasi serta mengeksplorasi dampak diskriminasi gender
terhadap tingkat putus sekolah perempuan yang mempengaruhi akses mereka terhadap
peluang kerja. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive (Lenaini, 2021), dengan total
30 informan perempuan berusia 15 hingga 30 tahun yang telah mengalami putus sekolah

dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan.

Profil informan menunjukkan keragaman dalam latar belakang pendidikan dan status
pekerjaan, mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah. Data
dikumpulkan melalui observasi partisipatif serta wawancara mendalam semi-terstruktur
untuk menggali pengalaman terkait diskriminasi (Sugiyono, 2018). Setiap wawancara
direkam dan ditranskrip, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang
merupakan metode analisis kualitatif yang melibatkan pengelompokan data berdasarkan
tema atau pola tertentu melalui langkah-langkah seperti familiarisasi dengan data,
pengkodean, pencarian tema, peninjauan tema, dan interpretasi (Abdussamad, 2021).
Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara.
Selain itu member-checking pun dilakukan dengan meminta konfirmasi dari beberapa
informan tentang interpretasi data yang dibuat oleh peneliti, serta audit trail yang disusun
untuk merekam proses penelitian secara transparan. Metode ini diharapkan memberikan
pemahaman mendalam tentang bagaimana diskriminasi gender memengaruhi kehidupan
perempuan di Kota Makassar, khususnya dalam hal pendidikan dan pekerjaan, sekaligus

memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
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Hasil dan Pembahasan
Dampak signifikan diskriminasi gender terhadap tingkat putus sekolah perempuan

dan akses mereka terhadap peluang kerja di Makassar melalui analisis mendalam terhadap
lima informan yang mewakili berbagai latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara,
teridentifikasi bahwa seluruh informan mengalami hambatan serius dalam pendidikan yang
disebabkan oleh norma sosial dan kondisi ekonomi yang mengedepankan pendidikan laki-laki.
Mereka melaporkan bahwa masyarakat di sekitar mereka sering kali menganggap pendidikan
perempuan tidak sepenting pendidikan laki-laki, yang berimplikasi pada rendahnya motivasi
orang tua untuk mendukung pendidikan anak perempuan.

Dari informan yang diteliti, terungkap bahwa diskriminasi gender berkontribusi besar
pada siklus kemiskinan yang melibatkan perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk
mengakses pendidikan yang baik secara langsung berpengaruh pada potensi mereka untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak. Penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis yang
dialami oleh para informan akibat diskriminasi. Situasi seperti ini menciptakan rasa putus
asa dan ketidakberdayaan, yang berpotensi mengulangi siklus ketidakadilan bagi generasi
berikutnya. Informan lainnya juga menunjukkan perasaan serupa, di mana pengalaman
diskriminatif tidak hanya membatasi akses mereka tetapi juga mempengaruhi pandangan
mereka terhadap masa depan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada beberapa program
pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi
perempuan, efektivitasnya masih sangat terbatas. Banyak dari program-program ini tidak
menjangkau komunitas yang paling membutuhkan, atau tidak cukup kuat untuk mengubah
persepsi masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan
pendekatan yang lebih holistik dan inklusif yang melibatkan pemangku kepentingan dari
berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Sehingga meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, banyak
perempuan di Makassar masih menghadapi tantangan besar yang menghalangi mereka
untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah
strategis untuk mengatasi diskriminasi ini, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat

hingga kebijakan yang lebih inklusif dalam pendidikan dan dunia kerja.
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Table 1. Table Description

No Description

Explanation

1.

Tingkat Putus
Sekolah Perempuan

. Analisis tingkat putus sekolah perempuan berdasarkan

data lokal

. Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong putus

sekolah, seperti peran domestik perempuan dan
kurangnya dukungan keluarga

Pengaruh Norma
Sosial dan Stigma
Budaya

Peran norma sosial yang mengutamakan pendidikan laki-
laki dibandingkan perempuan

Dampak stigma budaya terhadap motivasi pendidikan
perempuan

Diskriminasi dalam
Akses Pekerjaan

Hambatan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan
formal

Perbedaan perlakuan dan penghasilan antara pekerja laki-
laki dan perempuan

Siklus Kemiskinan
Akibat Diskriminasi
Gender

Hubungan antara rendahnya pendidikan perempuan dan
keterbatasan akses ke pekerjaan yang layak

Kontribusi diskriminasi gender terhadap perpetuasi siklus
kemiskinan

Dampak Psikologis
Akibat Diskriminasi

Pengaruh diskriminasi terhadap rasa percaya diri
perempuan
Dampak jangka panjang terhadap generasi berikutnya

Efektivitas Program
Pemerintah

Evaluasi program pendidikan dan kesempatan kerja bagi
perempuan di Makassar

Hambatan implementasi program pada komunitas lokal.
tempat kerja

Peran Stakeholder
dalam Mengatasi
Diskriminasi Gender

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan
gender

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat,

dan sektor swasta

Sumber: Olahan Data Lapangan

1. Faktor Penyebab Putus Sekolah Perempuan
Tingkat putus sekolah perempuan di kota Makassar dipengaruhi oleh faktor sosial

dan ekonomi yang kompleks. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, dimana

banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak perempuan. Keterbatasan

pendapatan orang tua sering kali memaksa anak perempuan untuk berhenti sekolah demi

membantu perekonomian keluarga, selain itu, peran domestik perempuan juga memberikan
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kontribusi signifikan terhadap putus sekolah. Anak perempuan sering kali diwajibkan untuk
mengambil alih tanggung jawab rumah tangga, yang mengurangi waktu dan kesempatan
mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini menciptakan siklus di mana pendidikan
perempuan tidak dianggap prioritas, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Kurangnya dukungan keluarga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi ini.
Lingkungan yang tidak mendukung pendidikan dapat mempengaruhi motivasi anak
perempuan untuk tetap bersekolah. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional
dan finansial dari keluarga sangat penting untuk keberhasilan pendidikan anak, dan ketika

dukungan ini minimal, angka putus sekolah cenderung meningkat (Pratiwi, 2024).

Berikut tabel yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat putus
sekolah perempuan di Kota Makassar:
Table 2. Table Description

No ::;:I;tnc:; Penjelasan Dampak
1 Faktor Keluarga tidak mampu Anak perempuan terpaksa berhenti
eknomi membiayai pendidikan sekolah untuk membantu
anak perempuan perekonomian keluarga
2 Peran Anak perempuan Mengurangi waktu dan kesempatan
domestik diharapkan mengambil mereka untuk fokus pada
Perempuan tanggung jawab rumah pendidikan formal
tangga sejak usia muda
3 Norma Pendidikan perempuan Siklus  ketidaksetaraan berlanjut,
sosial dianggap kurang penting membatasi akses perempuan ke

dibandingkan pendidikan
anak laki-laki

pendidikan yang lebih tinggi

4 Kurangnya Minimnya motivasi dan Anak perempuan kehilangan
dukungan dukungan emosional semangat untuk belajar, yang
keluarga atau finansial dari meningkatkan angka putus sekolah

keluarga untuk
melanjutkan pendidikan

5 Stigma Perempuan dianggap Anak perempuan tidak didorong
budaya lebih cocok untuk peran  untuk mengejar pendidikan tinggi,

domestik daripada peran
pendidikan atau
profesional

membatasi peluang kerja

Sumber: Olahan Data Lapangan
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Masalah ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan
menyediakan program beasiswa atau dukungan finansial bagi keluarga berpenghasilan
rendah. Dukungan ini dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak
perempuan dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk masa depan.

2. Dampak Norma Sosial dan Stigma Budaya
Norma sosial yang mengutamakan pendidikan laki-laki dibandingkan perempuan

memberikan kontribusi besar terhadap tingkat putus sekolah perempuan di Makassar. Dalam
masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki, pendidikan sering kali dianggap
sebagai hak yang lebih pantas untuk laki-laki. norma ini menciptakan stigma negatif terhadap
perempuan yang mengejar pendidikan tinggi, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa
berhenti sekolah demi memenuhi ekspektasi sosial (Sumin et al., 2024).

Dampak stigma budaya ini juga terlihat dalam motivasi pendidikan perempuan.
Ketika perempuan dihadapkan pada pandangan bahwa peran utama mereka adalah sebagai
istri dan ibu rumah tangga, hal ini dapat menurunkan semangat mereka untuk belajar dan
berprestasi di bidang akademik. Sebuah penelitian menemukan bahwa banyak perempuan
merasa tertekan untuk memilih jalur hidup tradisional, yang mengakibatkan rendahnya
partisipasi mereka dalam pendidikan formal (Nur, 2018).

Untuk mengatasi diskriminasi gender ini, diperlukan perubahan yang mendalam
terhadap norma sosial dan budaya yang menghambat perempuan. Pemerintah, lembaga
pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih
inklusif. Ini termasuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya
pendidikan bagi perempuan, pelatihan keterampilan, dan dukungan emosional dan finansial
bagi perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan
perempuan dapat lebih berpartisipasi dalam pendidikan, membuka kesempatan kerja yang

lebih luas, dan mengurangi kesenjangan gender di masa mendatang (Nawisa et al., 2022).
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3. Diskriminasi Alam Akses Pekerjaaan

Diskriminasi dalam akses pekerjaan formal bagi perempuan di Makassar menjadi
masalah yang signifikan, di mana banyak perempuan menghadapi hambatan untuk
mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Stereotip gender yang menganggap
perempuan lebih lemah dan kurang mampu memimpin menyebabkan mereka sering kali
terpinggirkan dalam dunia kerja (Sarina, 2021). Ketidaksetaraan ini tidak hanya berkaitan
dengan struktur sosial tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi yang mengatur kehidupan
pernikahan. Hal ini diperburuk dengan anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah
seharusnya tidak bekerja, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berkontribusi

secara ekonomi (Mukramin, 2023).

Perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki dan perempuan terlihat jelas dalam hal
penghasilan. Banyak penelitian menunjukkan kesenjangan upah yang signifikan, di mana
perempuan sering kali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang
setara. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan diskriminasi secara langsung tetapi juga
menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil, di mana perempuan merasa kurang dihargai
dan termotivasi untuk maju dalam karir mereka (Prawira & Sulastri, 2024).

Diskriminasi gender berdampak signifikan terhadap rasa percaya diri perempuan,
sering kali menimbulkan perasaan rendah diri dan ketidakamanan. Ketika perempuan
mengalami perlakuan yang tidak adil, baik di lingkungan pendidikan maupun di tempat kerja,
mereka cenderung merasa tidak dihargai dan kurang mampu. Penelitian menunjukkan
bahwa pengalaman diskriminasi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti
kecemasan dan depresi, yang selanjutnya mempengaruhi kepercayaan diri mereka (Salsabila,
2024). Ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan formal dan perlakuan yang berbeda dalam
dunia kerja dapat mengakibatkan perempuan merasa tertekan untuk memilih jalur hidup
tradisional, menghambat kemajuan mereka dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Oleh
karena itu, penting untuk melakukan intervensi yang fokus pada penghapusan stigma budaya
dan norma sosial yang membatasi peran perempuan di tempat kerja (Kasih et al., 2024).

Pandangan ini tidak hanya membatasi kesempatan perempuan untuk maju, tetapi

juga memperkuat ketimpangan dalam partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan
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perempuan. Hal ini mencerminkan bias gender yang mengakar dalam di tempat kerja dan

menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil di mana perempuan merasa kurang dihargai.

Efek dari diskriminasi ini tidak hanya meluas ke pendapatan mereka, tetapi juga ke motivasi

dan aspirasi karier mereka. Ketimpangan dalam pekerjaan formal juga memengaruhi pilihan

pendidikan dan jalur karir perempuan. Perempuan yang merasa bahwa kesempatan kerja

mereka terbatas cenderung tidak mengejar pendidikan tinggi, sehingga semakin

melanggengkan siklus ketimpangan.

Gambar 1. Diskriminasi dalam akses pekerjaan

Perbedaan upah ——= Stres dan Ketidakpuasan
dalam hidup
Kesempatan

A | Terbatasnya kemandirian
promaosi

ekanomi

| . Rendahnya partisipasi
angkatan kerja perempuan

Perekrutan

DISKRIMINASI

Jabatan ketimpangan ekonomi

- gender

Dalam Akses Pekerjaan

Penyebab

Norma sosial Kurangnya Stereotip Pendidikan
dan budaya regulasi gender dan pelatihan
patriarki pemerintah tidak merata

4. Upaya Mengatasi Dampak Diskriminasi Gender

a.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi dari berbagai pihak, antara lain:

Peningkatan kesadaran publik mengenai kesetaraan gender dan pentingnya
pendidikan serta pekerjaan bagi perempuan merupakan langkah krusial dalam
menciptakan masyarakat yang lebih adil. Melalui pendidikan, perempuan tidak
hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memahami hak-hak
mereka, yang pada gilirannya memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara
aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Afifah et al., 2024).

Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan afirmatif yang mendorong akses

perempuan ke pendidikan dan pekerjaan sebagai langkah strategis untuk mencapai
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kesetaraan gender. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif dapat
meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan
pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebijakan yang
lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan (Cakrawikara, 2017).

Peningkatan fasilitas pendidikan yang memberikan akses pendidikan yang lebih
inklusif dan aman bagi perempuan, termasuk penyediaan beasiswa khusus, sangat
penting untuk mencegah putus sekolah. Selain itu, lingkungan pendidikan yang
ramah dan bebas dari kekerasan sangat diperlukan agar perempuan merasa
nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan
angka putus sekolah di kalangan perempuan dapat diminimalisir, sehingga mereka
dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Arianto,
2023).

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kerja, kewirausahaan, dan
program pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan akses
perempuan terhadap pekerjaan dan peluang usaha. Program-program ini tidak
hanya memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memasuki dunia
kerja, tetapi juga mendorong perempuan untuk menjadi wirausaha yang mandiri.
Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan pelatihan
kewirausahaan, mereka dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya
meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi lokal (Sari & Sulastri, 2024). Selain itu, pemberdayaan perempuan di
sektor-sektor seperti industri rumput laut dapat menjadi strategi efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat
posisi perempuan dalam perekonomian lokal (Nengsi et al, 2024). Dengan
demikian, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk pelatihan,
akses modal, dan jaringan bisnis sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan

inisiatif.
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Peran pemangku kepentingan dalam mengatasi diskriminasi gender di Kota Makassar
sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan
gender. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, memiliki
tanggung jawab bersama untuk mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai aspek
kehidupan, terutama pendidikan dan ketenagakerjaan. Pendekatan kolaboratif ini tidak
hanya akan memberdayakan perempuan, tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan
ekonomi secara keseluruhan. Kesetaraan gender harus menjadi prioritas lintas sektoral untuk
menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam
mengatasi diskriminasi gender. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-
pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu
kesetaraan gender melalui kampanye publik dan program pendidikan. Selain itu, sektor
swasta dapat berperan aktif dengan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan
gender di tempat kerja, seperti program pelatihan dan pengembangan karir untuk
perempuan (Nadia, 2022).

Penutup

Diskriminasi gender masih menjadi kendala serius bagi kemajuan perempuan di Kota
Makassar, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Tingginya angka putus
sekolah pada perempuan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti norma sosial yang
mengutamakan pendidikan laki-laki, peran domestik perempuan yang dianggap lebih
penting, tekanan ekonomi keluarga, serta kurangnya dukungan emosional dan finansial dari
keluarga. Data menunjukkan bahwa stigma budaya yang menganggap pendidikan
perempuan kurang penting semakin memperparah situasi ini.

Dampak diskriminasi gender tidak hanya dirasakan pada level individu tetapi juga
sistemik. Perempuan yang putus sekolah lebih mungkin terjebak pada pekerjaan informal
dengan pendapatan rendah, sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Ketimpangan di dunia
kerja, seperti kesenjangan upah, bias gender dalam rekrutmen, dan kurangnya akses bagi
perempuan pada posisi strategis, semakin membatasi kesempatan mereka untuk maju.

Akibatnya perempuan akan kehilangan rasa percaya diri dan perasaan yang tidak berdaya
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yang akan menjadi efek dalam jangka Panjang. Beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah
dalam mengatasi diskriminasi gender meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye publik yang menekankan
pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan perlunya kesetaraan gender dalam
semua aspek kehidupan.

2. Memberikan beasiswa dan insentif pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga
berpenghasilan rendah untuk mengurangi angka putus sekolah.

3. Menghilangkan kesenjangan upah gender melalui peraturan yang memastikan upah
yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama.

4. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan,
dan program berbasis masyarakat yang dapat membantu perempuan menjadi
mandiri secara ekonomi.

5. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta, untuk membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender secara
lebih efektif.

6. Meningkatkan akses ke program pemerintah dengan mengatasi kebutuhan khusus
masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi.

Olehnya, penting untuk melakukan langkah-langkah strategis yang lebih holistik dan
inklusif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini termasuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan, memberikan
dukungan sosial yang kuat, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi
diskriminasi gender. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan vyang
mendukung kesetaraan bagi perempuan, sehingga setiap individu, tanpa memandang
gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada

pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
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